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ABSTRAKSI : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diperlukan 
pengaturan mengenai peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; bahwa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor PER.40/MEN/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan yang berkaitan dengan 
peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 27 
Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 
2023; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permen KP No. 5 Tahun 
2024. 

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Peran Serta dan Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan 
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian 
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan 
pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 
antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan 
manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; Sumber Daya Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang 
lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, 
mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan 
kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan 
dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta 
energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir; Masyarakat adalah masyarakat 
yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat 
tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Peran Serta 
Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan Masyarakat secara fisik atau non fisik, 
langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan 
pembinaan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pemberdayaan 
Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada 
Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik 
dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari; 
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang 
didirikan dan dibentuk oleh Masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi 
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 



yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, 
dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat 
istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah 
Masyarakat Hukum Adat; Pranata Adat Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya 
disebut Pranata Adat MHA adalah tatanan hukum, norma, sistem sosial yang lahir dari 
nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh Masyarakat hukum adat; Pranata 
Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan 
ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh Masyarakat; Penguatan Pranata Adat 
MHA adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Adat, kearifan lokal, dan 
individunya untuk efektifitas pengelolaan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat; 
Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan 
Masyarakat; Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang 
menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai 
dengan penetapan struktur dan pola Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat 
kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya 
dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut; 
Unit Pengelola Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Unit 
Pengelola Wilayah Kelola MHA adalah unit pengelola yang dibentuk oleh Lembaga 
Adat dan berfungsi untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah kelola Masyarakat 
Hukum Adat sesuai aturan adat yang berlaku; Ruang lingkup Peraturan Menteri 
meliputi Peran Serta Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Masyarakat mempunyai 
kesempatan unutk berperan serta pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
dalam mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil; Dalam 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah berkewajiban memfasilitasi Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, 
pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, 
dan aset ekonomi produktif lainnya; Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan Peran Serta Masyarakat dan 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 
Pembinaan dalam rangka peran serta masyarakat yang paling sedikit melalui 
bimbingan, sosialisasi, dan/atau pendampingan advokasi hukum; Pembinaan dalam 
rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan dan 
/atau sosialisasi; Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peran 
Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil. 
 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07/06/2024 
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.40/MEN/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1369), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Lampiran: - hlm 


